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ABSTRAK 

 Kondisi ekonomi di provinsi NTB digerakan oleh lima sektor utama yang 

memberikan kontribusiter besar terhadap terciptanya pembangunan daerah di 

NTB. Salah satu sektor itu sektor perindustrian. Dinas Perindustrian merupakan 

sebuah instansi Pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang perindustrian yang meliputi  peningkatan daya saing, 

standarisasi industi, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan 

industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil, industri 

menenngah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan 

industri dan kerjasama serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 

Dengan memberikan pelatihan kepada UMKM/IKM oleh Dinas Perindustrian 

Provinsi NTB mampu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan 

kemudian mampu bersaing dipasaran. Teori yang digunakan peneliti adalah teori 

wirawan (2013:4) yang mengatakan kinerja adalah suatau prestasi kerja atau 

prestasi sebenarnya yang dicapai oleh seseoran dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pegumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.  Hasil dari penelitian ini 

yang menngunakan observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa kinerja 

Dinas Perindustrian Provinsi NTB mampu meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi daerah dalam hal pemberdayaan UMKM. Saran yang dapat peneliti 

kemukakan agar Dinas Perindustrian Provinsi NTB  lebih meningkatkan 

kerjasama dengan kelompok UMKM/IKM dalam hal pemberdayaan, 

bimbingan/pelatihan serta sarana dan fasilitas untuk menunjang keunggulan 

UMKM/IKM agar mampu bersaing di pasaran. 

 

Kata Kunci  : Keunggulan UMKM Provinsi NTB 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu Provinsi di Indonesia yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat  

merupakan sebuah provinsi yang letaknya paling ujung barat  kepulauan Nusa 

Tenggara. Terdapat dua pulau besar di Provinsi NTB yaitu pulau Sumbawa dan 

Lombok serta juga memiliki begitu banyak pulau kecil , dengan jumlah 378 pulau. 

Ratusan pulau kecil ini membentang sepanjang selatan Indonesia.  Kota  Mataram 

manjadi Ibu kota provinsi dari Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok merupakan  

tujuan wisata yang banyak pengunjung di Indonesia. Bukan hanya di kawasan 

Nusantara saja  melainkan internasional dengan berbagai objek-objek wisata yang 

sangat menakjubkan sehingga menarik perhatian para wisatawan baik wisatawan 

asing maupun lokal untuk menyempatkan diri mengunjungi macam-macam 

destinasi wisata yang dimiliki oleh pulau ini. Berbaga usaha di sektor pariwisata 

di bangun serta dikembangkan yang membuat tingkat penggangguran di pulau ini 

menjadi berkurang karena banyaknya antusias masyarakat untuk bekerja sehingga 

kondisi ekonomi dipulau Lombok dapat teratasi.  

Secara umum, kondisi ekonomi di provinsi NTB digerakan oleh 5 sektor 

prioritas yang memberikan kontribusi terbesar dengan adanya “kue ekonomi” di 

NTB. Yang dimana sektor tersebut meliputi sektor pertanian, pertambangan, 

perdagangan dan perindustrian, konstruksi dan transportasi. Dikarenakan besarnya 

konstribusi dilima sektor diatas, maka setiap sektor cenderung bergeser, tetapi 

keenam sektor inilah yang tetap menjadi lima besar dalam mempengaruhi
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ekonomi di NTB selama 2018-2021. Berbagai hasil dalam negri didorong oleh 

beberapa sektor yaitu sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan yang masih 

memberikan pengaruh baik terhadap peningkatan ekonomi  daerah. Yang menjadi 

katup pengaman dari situasi krisis moneter dengan meningkatkan daya beli 

konsumen yaitu melalui program pengembangan usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM). Dalam menggerakan perekonomian nasional yang dimana 

pengembangan UMKM dijadikan cara yang sangat strategis, karena partisipasi 

UMKM semakin meningkat dalam perkembangan pendapatan untuk kelompok 

masayarakat yang berpenghasilan rendah dikarenakan juga kegiatan usahanya 

melingkupi hampir seluruh sektor usaha.  

Langkah-langkah dalam pengembangan UMKM ini bukan cuman menjadi 

tanggung jawab pemerintah dan langkah yang harus diambil oleh pemerintah. 

Pihak internal yang dikembangkan sendiri juga merupakan pihak UMKM,  

bersama-sama dengan pemerintah mampu mengayunkan langkah-langah yang 

ditetapkan. Karena dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah bisa menciptakan krearifitas melalui potensi yang dimiliki. dapat 

mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Industri dengan 

berbagai jenis olahan dan skala usaha yang beragam dapat berkembang di 

Lombok NTB yang menjadikan Lombok sebagai tempat tumbuhnya berbagai 

macam jenis industry.  

Konsep-konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  yakni 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdapat pada 



3 
 

 
 

peraturan perundang-undangan No 20 Tahun 2008 Bab I Pasal I, dalam UU ini 

maksud dari UMKM yakni meliputi : 

1) Sebuah Usaha produktif yang miliki oleh individu atau suatu usaha yang 

dimiliki secara perorangan dan usaha ini dalam kriteria Usaha Mikro sudah 

terpenuhi sesuai yang terdapat dalam peratuan  ini merupakan Usaha Mikro. 

2) Sebuah Usaha ekonomi produktif yang dibangun sendiri, usaha ini dikerjakan 

oleh individu atau  usaha yang yang dibangun ini bukan  anak  atau cabang 

perusahaa yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang kriteria Usaha 

Kecilnya terpenuhi sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan ini merupakan Usaha Kecil. 

3) Sebuah Usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri, dimana usaha ini 

dikerjakan secara perorangan atau badan usaha ini bukan merupakan anak  

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai yang 

ditetapkan  dalam UU  ini merupakan Usaha Menengah. 

Terdapat potensi tinggi pada perkembangan sektor UMKM yang demikian 

melonjak, yang dimana ini merupakan kesempatan dalam mewujudkan usaha 

mikro kecil dan menengah yang tangguh apabila dikelolah dan dikembangkan 

dengan baik. Sebuah kegiatan usaha yangmampu memberkan pelaanan eonomi 

dengan luuas bagi masyarkat serta mempeluas lapagan keja merupakan Usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang mewujudkan stabilitas ekonomi 
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nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses pemerataan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat. UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) 

memiliki Undang-Undang tersendiri, yakni terletak pada Peraturan perundang-

undangan tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Nomor 20 Tahun 

2008  . Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pengembangan sebuah usaha 

seperti ketidakmampuan UMKM dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada 

didepan mata seperti misalnya UMKM tidak paham bagaimana mengelolah 

industri tersebut dengan baik sehingga industry yang sebenarnya baik jika 

dikembangkan menjadi tidak diperhatikan oleh UMKM. 

Perindustrian dikawasan Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya dipulau 

Lombok, memiliki keunikan serta daya saing tersendiri yang apabila kelompok 

UMKM memiliki kemampuan untuk mengembangkannya serta ini akan 

berpengaruh juga terhadap laju pertumbuhan ekonomi pulau Lombok. Beberapa 

faktor penghambat kelompok UMKM dalam membangun dan mengembangkan 

sebuah usaha seperti miskin permodalan, selama ini biasanya kebanyakan UMKM 

cenderung menggunakan uang pribadi mereka dalam mengembangkan sebuah 

usaha. Terdapat beberapa faktor penghambat lainnya seperti kurangnya akses 

perizinan, kurangnya akses pasar, kurangnya kemampuan manajemen serta 

kurangnya akses teknologi informasi.  Maka dengan adanya keganjalan ini pihak 

perindustrian yakni dinas perindustrian mempunyai tanggung jawab besar untuk 

membantu memecahkan permasalahan kelompok UMKM dalam pengembangan 

usaha dari berbagai bidang usaha  mulai dari usaha kecil hingga usaha yang lebih 

besar. Tetapi dalam menjalin kerja sama antara kelompok UMKM dengan dinas 
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perindustrian, akan terjamin apabila keinginan yang besar untuk berwirausaha dari 

pihak UMKM serta seperti apa atau bagaimana kinerja pegawai dalam 

mewujudkan wirausaha yang berdaya guna. Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, jadi bukan hanya dari pihak 

UMKM saja yang yang berusaha dalam mengembangkan usaha yang mereka 

jalani tetapi ASN (Aparatur Sipil Negara) berperan penting dalam 

mengimplementasikan rencana strategi dalam mmengoptimalkan sebuah usaha. 

Pada Rencana Strategi (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 

sudah ditetapkan beberapa peraturan perencanaan badan kepegawaian Negara 

yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan 

berbagai kegiatan badan kepegawaian Negara. Renstra ini bisa dikatakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 2020-2024. Dalam 

penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Negara mengacuh pada pedoman 

penyusunan Renstra yang diatur dalam peraturan menteri PPN/Kepala Bapenas 

Nomor. 5 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan Rencana 

Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA/KL) 2020-2024, jadi secara substansi 

Renstra Badan Kepegawaian Negara 2020-2024 dibuat sesuai dengan amanat 

Undang Undang Nomor. 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan 

pembangunan nasional, serta mengacuh pada Rencana pembangunan jangkah 

menengah nasional (RPJMN) IV 2020-2024 dan kewenangan Badan 

Kepegawaian Negara. Dalam perumusan Renstra yang dimaksudkan adalah untuk 

menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Badan 

Kepegawaian Negara atau ASN (Aparatur Sipil Negara) agar kebiajkan kebijkan 
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yang diformulasikan dapat terlaksanakan dengan lebih terstruktur, terukur, dan 

juga tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra juga, tidak tertutup kemungkinan 

terdapatnya perubahan atau perbaikan selama jangkah waktu 5 (lima) tahun yang 

disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.  

Semua ketentuan yang telah di tetapkan tersebut merupakan sebuah 

pembaharuan atau perbaikan dalam mengoptimalkan stabilitas ekonomi 

masyarakat dan daerah. Tetapi tidak semua Kelompok UMKM  terjamin kualitas 

usahanya, di pulau Lombok ada sebagian yang maju dan berdaya saing dan ada 

juga usahanya tidak berkembang. Jadi untuk mengetahui prestasi kerja Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Dinas Perindustrian Provinsi NTB dalam mengembangkan 

keberhasilan kelompok UMKM maka penelitian ini dilakukan.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun beberapa Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas 

Perindustrian dalam meningkatkan keunggulan UMKM ?  

2. Faktor-faktor yang dapat Berpengaruh dalam Kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Dinas Perindustrian Provinsi NTB dalam Meningkatkan 

Kualitas Kelompok UMKM ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini adalah tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Agar Mengetahui peningkatkan keunggulan UMKM melalui Kinerja 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perindustrian  
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2. Untuk Mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perindustrian Provinsi NTB dalam 

meningkatkan kualitas kelompok UMKM. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis, riset yang dilakukan di harapkan mampu memberikan 

sumbangsih dan konstribusi pemikiran dalam perspektif administrasi 

publik terhadap kinerja kelembagaan. 

2. Manfaat praktis, dijadikan sebagai pemahaman persoalan penyelenggaraan 

kepegawaian melalui konstribusi pemikiran dan bahan informasi dalam 

menjalankan Rencana Strategis (Renstra) yang berkaitan dengan kinerja 

ASN (Aparatur Sipil Negara) Dinas Perindustrian yang sebagai proses 

pembaharuan suatu daerah oleh Badan Kepegawaian Negara.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan pegangan peneliti dalm menjalankan riset  

agar penulis dapar memperbanyak materi yang dipakai untuk mengkji penelitian 

yang dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dimasukan penulis,  tidak 

ditemukan sebuah penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian 

yang diteliti. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi 

dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan 

penelitian terdahulu berupa beberapa karya ilmiah terkait dengan penelitian yang 

dilakukan penulis.  

Tebel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama dan 

Tahun 

Judul Fokus Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Melia 

Anisa 

Sa’diyah. 

2015 

Analisis 

Peningkatan 

Kinerja 

Pemasaran 

Melalui 

Keberhasilan 

Implementasi 

Sistem 

Enterprise 

Resource 

Plannng (ERP) 

Pada UMKM di 

Semarang 

Mningkakan 

Kinerja 

Pemsaran 

Melalui 

Implementasi 

sistem Enterprise 

Resource 

Planning (ERC) 

Sama-sama 

Berfokus Pada 

Bagaimana 

Meningkatakan 

Kunggulan 

UMKM 

Tidak 

Menggunkan 

Metode 

Penelitian yang 

Sama, selain itu 

juga penelitian 

sebelumnya 

berfokus pada 

pada sistem ERC 

sedangkan 

peneltian 

sekarang hanya 

pada bagaimana 

kinerja ASN  

2 Esty 

Pudyastuti

. 2021 

Upaya 

Peningkatan 

Keunggulan 

Bersaing Usaha 

Mikro, Kecil, 

dan Menegah 

(UMKM) di 

Kota Medan di 

Bagaimana 

Upaya Pada 

Masa Pandemi 

Covid 19 dalam 

Peningkatan 

Keunggulan 

Bersaing 

UMKM 

Penelitian 

sebelumnya dan 

Sekarang sama 

sama berfokus 

pada 

meningkatkan 

keunggulan 

UMKM 

Penelitian 

Sebelumnya 

Meneliti 

Peningkatan 

UMKM pada 

masa pandemic 

sedangkan yang 

sekarang tidak 
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Masa Pandemi 

Covid 19 

hanya berfokus 

pada penngkatan 

UMKM pada 

masa pandemi 

saja 

3 Maya 

Yusnita. 

2019 

Strategi 

Peningkatan 

Keunggulan 

Kompetitif 

UMKM Melalui 

Kapasitas 

Inovasi dengan 

Perspektif 

Gender 

Menganalisis  

kapasitas inovasi 

yang dapat 

mempengaruhi  

keunggulan 

kompetitif 

UMKM 

Berfokus pada 

bagaimana 

strategi 

peningkatan 

keunggulan 

UMKM 

Penelitiaan 

sebelumnya 

menganalisis 

strategi 

perspektif 

gender dalam 

meningkatan 

UMKM melalui 

kapasitas inovasi  

sedangkan 

penelitian 

sekarang 

menganalisis 

peningkatan 

keunggulan 

UMKM melalui 

kinerja ASN 

4 Hardiani 

Wiihastuti. 

2012 

Analisis Model 

Pengembangan 

Kinerja UMKM 

berbasis Industri 

Kreatif 

Melakukan 

analisis proses 

pengembangan 

UMKM dengan 

merubah cara 

berfikir dalam 

pengelolaan 

dalam 

peningkatkan 

kinerja 

pemasaran 

Sama sama 

berfokus pada 

pengembangan 

serta peningkatan 

keunggulan 

UMKM 

Penelitian 

sebelumnya 

tentang 

pengembangan 

UMKM berbasis 

industry kreatif 

sedangkan 

peneliti sekarang 

penngkatan 

UMKM dari 

berbagai sektor 

industry 

5 Annisaq 

Ulfa 

Siregar. 

2018 

Analisis 

Perkembangan 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) 

Setelah 

Memperoleh 

Pembiayaan 

Mudharabah 

Penelitian ini 

berfokus pada 

bagaimana 

pertumbuhan 

UMKM sesudah 

mendapatkan 

pembiayaan 

mudharabah 

Sama sama 

berfokus pada 

bagaimana 

perkembangan 

UMKM 

Penelitian 

sebelumnya 

menganalisis 

tentang 

perkembangan 

UMKM pada 

masa 

pembiayaan 

mudharabah 

sedangkan 

penelitian 

sekarang 

berfokus pada 

Analisis Kinerja 

ASN   

 

2.2  Pengertian Kinerja 
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Menurut Wirwan (2013:34) Kinetika Energi Kerja merupakan 

kepanjangan dari kata kinerja yang artinya performance dalam bahasa inggris.  

Kata performance dalam hal ini biasanya diartikan pada “actual performance” 

atau “job performance” yang maksudnya pencapaian kerja dari seseorang atau 

prestasi kerja yang dihasilkan ketika seseorang tersebut menjalankan tanggung 

jawabnya. Dalam organisasi pencapaian kerja dapat diartikan sebagai hasil dari 

sebuah tujuan organisasi yang ditetapkan, entah hasilnya gagal atau tidak. Dalam 

sebuah organisasi juga kinerjnya tidak terlalu diperhatikan oleh atasan atau 

pimpinan kecuali apabila terjadi kesalahan yang sangat fatal da memang harus 

di[erhatikan oleh atasan. Perusahaan yang sering merosot secara tiba-tiba 

dikarenakan atasan perusahaan tersebut kurang dalam memperhatikan kerja dari 

karyawannya. Tidak peduli terhadap kerja dari karyawan  merupakan sebuah hal-

hal buruk perusahaan yang sangat berakibat buruk.  

Dalam konteks manajemen, kinerja diartikan sebagai kuantitas dan 

kualitas pencapaian prestasi kerja seseorang dalam hal melakukan tugas dan 

fungsi yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, dalam organisasi peningkatan 

sumber daya manusia (SDM) lebih diperhatikan. Sehingga yang menjadi faktor 

pendukung baik dan buruknya pencapaian kinerja sebuah perusahaan adalah 

melalui SDM.  

Dalam hal ini dapat kita lihat melalui pendapat para ahli mengenai seperti 

apa itu kinerja, antara lain :  

1) Anwar Prabu Mangkunegara (2006:67) 
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Mengemukakan pendapatnya bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi 

yang telah diberikan baik secara kualitas dan kuantitas  merupakan sebuah 

prestasi kerja yang biasa diartikan dengan kinerja.  

2) Gary Dessler (2000:41) 

Mendefinisikan arti dari kinerja sebagai suatu kegiatan membandingkan 

sebuah  capaian kerja yang telah dikerjakan sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan yang biasa disebut dengan kinerja.  

3) Tb. Sjafri Mangkuprawira dan Musa Hubeis (2007:153) 

Berpendapat bahwa proses kerja yang dilakukan oleh karyawan dalam 

satuan unit organisasi  pada waktu dan tempatnya sangat dirancangkan 

dengan baik merupakan arti dari kata kinerja.   

4) Harold D. Stolovitch dan Erica J. Keeps (1992:34) 

Mendefinisikan pendapatnya bahwa serangkaian prestasi yang dicapai dan 

merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan 

yang ditetapkan merupakan sebuah kinerja. 

5) Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (1993:150) 

Mengemukakan pengertian kinerja adalah sesuatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. 

6) James L. Gibson, John M, Ivancevich, dan James H. Donnelly (1994:210) 

Mengemukakan pengertian prestasi kerja merupakan kemampuan 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh seseorang karyawan dalam 

manjalankan tugas dan fungsi merupakan sebuah tingkat keberhasilan 

kerja. 
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Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat ke eman para ahli di atas 

adalah bahwa kinerja merupakan tingkat keberhasilan yang lahir dari motivasi dan 

kemampuan seseorang, yang di capai oleh pegawai dalam melaksanakan suatu 

aktivitas kerja baik itu kualiatif maupun kuantitatif dengan merujuk pada tugas 

yang harus dilakukannya. 

2.3  Sejarah Singkat Perkembangan Kelembagaan Manajemen PNS 

Semenjak kemerdekaan diproklamasikan telah ada upaya dari pemeriintah 

RI pada saat itu untuk mengelolah kepegawaian pemerintah RI secara lebih baik. 

Lembaga pemerintah  pertama yang diberi tanggung jawab untuk mengelolah itu 

adalah Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang dibentuk berdasarkan PP No. 11 

Tahun 1948dan berkedudukan di Yogyakarta. KUP khusus diperuntukan 

menangani pegawai pemerintah RI, sedangkan pegawai yang mengabdi pada 

pemerintah Hindia Belanda dikelolah oleh Djawatan Umum Urusan Pegawai 

(DUUP) yang dibentuk berdasarkan keputusan gubernur jenderal hindia belanda 

No. 13 Tahun 1938. Pada perkembangan selanjutnya berdasrkan peraturan 

pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 kedua lembaga disatukan dan menjadi cikal 

bakal dari lahirnya lembaga yang disebut Badan Administrasi Kepegawaian 

Negara (BAKN ) dikemudian hari. Lembaga ini berkedudukan langsung dibawah 

dan bertanggung jawab kepada perdana menteri. Namun kemudian, KUP ini tidak 

mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya karena sejumlah faktor yang 

berkaitan dengan ketidakstabilan politik yang sangat tinggi pada saat itu. 

Kendati secara kelembagaan tidak terdapat lembaga pengelolah PNS yang 

berfungsi secara efektif, pemerintah pada saat itu telah berupaya membuat 
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kebijakan yang bertujuan untuk menerbitkan dan mendayagunakan aparatur 

Negara. Kebijakan yang dimaksud antara lain program penyederhanaan organisasi 

pemerintah pusat yang dilaksanakan semasa Kabinet Wilopo (April 1952-Agustus 

1953). Sedangkan semasa Kabinet Ali Sastroamidjojo (Agustus 1953-Agustus 

1955) membuat program yang bertujuan menyusun aparatur Negara yang efisien 

serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf 

kehidupan pegawai dan memberantas korupsi dalam birokrasi. 

Situasi politik yang tidak kondusif bagi terciptanya aparatur Negara yang 

sehat dan bersih ketika itu tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk mengelolah 

birokrasi dan manajemen PNS secara lebih professional. Berbagai lembaga yang 

bertanggung jawab terhadap masalah kepegawaian dibentuk oleh pemerintah, 

misalnya pembentukan panitia organisasi kementrian (PANOK) dan pembentukan 

Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kedua lembaga yang dibentuk dengan 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 ini bertugas menyempurnakan aparatur 

dan administrasi Negara; dan kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Perdana Menteri. Selain kedua lembaga, dibentuk pula panitia 

Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang menghasilkan  PP Nomor 5 Tahun 

1962 tentang Pokok Pokok Organisasi Aparatur Pemerintah Negara Tingkat 

Tertinggi. Lembaga yang sarat nilai politis sesuai kondisi pada saat itu adalah 

Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KONTRAR) sebagai 

kelanjutan dari PARAN. 

Periode yang mulai kondusif untuk memperbaiki kinerja aparatur Negara 

adalah semasa Kabinet Ampera. Kebijakan yang dibuat Kabinet ini antara lain 



14 
 

 
 

dengan membentuk Panitia Pembantu Presiden berdasarkan instruksi Ketua 

Presidium Kabinet Ampera Nomor01/U/8/1966 dan diketuai oleh Dr. Awaloedin 

Djamin. Panitia ini bertugas memberikan saran tentang masalah penertiban dan 

penyempurnaan administrasi Negara dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 

Lembaga Adminstrasi Negara (LAN), Kantor Urusan Pegawai RI, dan Biro Pusat 

Statistik (BPS). Keberadaan panitia ini kemudian lebih diperkuat lagi dengan 

Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 266 Tahun 1967 dengan nama “Tim 

Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi 

Pemerintah” (PAAP) yang diketuai oleh Menteri Tenga Kerja. Tim ini berfungsi 

membantu presiden melakukan penelitian, penertiban, dan penyempurnaan 

adminstrasi Negara baik ditingkat pusat maupun daerah. 

Kesadaran pemerintah terhadap pentingnya aparatur Negara yang bersih 

dan berwibawa semakin meningkat ketika Kabinet Pembangunan I menciptakan 

Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (MENPAN) 

yang dijabat pertama kali oleh H. Harsono Tjokroaminoto. Berdasrkan Keppres 

No. 19 Tahun 1968 kementrian ini bertugas membantu presiden dalam 

meyempurnakan dan membersihkan aparatur Negara dalam operasionalisasinya 

dibantu oleh Tim PAAP dan Sekretariat Panitia Koordinasi Efisiensi Aparatur 

Ekonomi Negara Aparatur Pemerintah sebagai unsur staf. Perubahan lain yang 

cukup penting semasa Kabinet Pembangunan I ini adalah diubanhnya KUP 

menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) berdasrkan PP No. 32 

Tahun 1972. Berdasarkan PP tersebut  BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga 

pemerintah nondepartemen yang berkedudukan langsung dibawah dan 
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bertanggung jawab kepada presiden; dan berfungsi menyempurnakan, 

memelihara, dan menyembangkan administrasi Negara dibidang kepegawaian 

sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan. 

2.4 Lembaga Lembaga Pengelolah PNS  

Sejarah singkat sebagimana dijelaskan diatas, di Indonesia yang 

bertanggung jawab dalam manajemen PNS terdapat sejumlah lembaga 

pemerintah. Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara 

(LAN), dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) merupakan 

lembaga-lembaga yang dianggap berperan penting dalam kepengurusan 

kepegawaian di Indonesia. Bagian berkut akan fungsi dari masing masing 

lembaga tersebut menjelaskan keterkaitan antara ketiganya. 

2.4.1. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) 

 Kementrian sejak didirikan mengalami pasang surut fungsinya. 

Terakhir keberadaan lembaga ini diatur dalam Keppres No. 101 Tahun 

2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, 

dan Tata Kerja Menteri Negara. Sebagai sebuah kementrian Negara, 

lembaga ini betugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan 

koordinasi dibidang pendayagunaan aparatur Negara. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut lembaga ini dibebani fungsi: 

1. Perumusan kebijakan pemerintah dibidang pendayagunaan aparatur 

Negara; 
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2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana 

dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi dibidang 

pendayagunaan aparatur Negara 

3. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan 

dibidang tugas dan fungsinya kepada presiden 

 Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam 

memberdayakan aparatur Negara, lembaga ini tidak hanya menangani 

kepegawaian saja, tetapi juga persoalan kelembagaan pemerintah dengan 

segala macam aspek yang berada didalamnya. Untuk lebih jelasnya hal itu 

bisa dilihat dari kebijakan dan strategi pendayagunaan aparatur Negara 

yang dibuat kementerian ini sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 berikut 

ini: 

Kewenangan Kantor Menpan sebagimana tercantum dalam 

Keppres No. 101 Tahun 2001 khususnya yang berkaitan dengan 

kepegawaian sering kali bersinggungan dengan lembaga lain yang juga 

memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan SDM aparatur 

Negara, misalnya BKN. Namun demikian, Keppres ini telah Kantor 

Menpan sebagai lembaga yang berwenang membuatkebijakan 

pendayagunaan aparatur Negara. 

Tabel 2.2 

Kebijakan dan Strategi Pendayagunaan Aparatur Negara 

Kebijakan  Strategi 

Rasionalisasi  

Kelembagaan 

1. Penajaman visi dan misi, strategi organisasi 

2. Penghapusan, penggabungan, dan pengintegrasian 

lembaga lembaga yang bersesuaian 

3. Korporatisasi dan privatisasi unit yang secara 



17 
 

 
 

langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat 

4. Pemantapan dan pengembangan jabatan fungsional 

  

Penyederhanaan 

Ketatalaksanaan 

1. Perubahan sikap dan perilaku aparatur menuju 

budaya kerja produktif dan transparan 

2. Penyederhanaan sistem operasional prosedur tata 

laksana administrasi pemerintah dan pembangunan 

3. Pemanfaatan teknologi informasi menuju efisiensi 

pelaksanaan pekerjaan 

4. Pengembangan budaya kerja aparatur menuju 

aparatur yang professional, bermoral, dan 

bertanggung jawab 

5. Pendayagunaan sumber daya yang memiliki 

seoptimal mungkin 

Penerapan sistem merit 

dalam manajemen PNS  

1. Mengembangkan reformasi kepegawaian  

2. Mengubah peraturan perundang undangan dibidang 

kepegawaian 

Penerapan gaji PNS yang 

layak dan adil 

1. Penataan kepegawaian dalam rangkah pelaksanaan 

otonomi daerah 

2. Penataan kelembagaan Pembina Kepegawaian 

Pengembangan pelayanan 

prima 

1. Penyempurnaan peraturan perundang undangan yang 

melandasi penyelenggaraan pelayanan diberbagai 

instansi pemerintah 

2. Peningkatan profesionalisme aparatur pelayanan 

publik 

3. Peningkatan mutu pelayanan masyarakat melalui 

kebijakan otonomi manajemen (korporatisasi) 

4. Peningkatan dan pengembangan pelayanan E-

Government online 

5. Membangun keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan fungsi fungsi pelayanan publik 

6. Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan 

percontohan dan pemberian sanski kepada unit 

pelayanan yang kinerjanya ridak optimal 

Pencegahan dan 

pemberantasan KKN  

1. Kampante anti KKN 

 2. Intensifikasi pelaksanaan investigasi audit 

 3. Peningkatan efektifitas penanganan pengaduan 

masyarakat 

 4. Audit atas harta PNS/pejabat Negara pada lembaga 

lembaga Negara yang melampaui batas kewajaran, 

secara objektif/adil 

 5. Penerapan sanski-sanski hukum secara tegas, 

proporsional, dan konsisten 

        Sumber: Website menpag.go.id, 2004 

2.4.2. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

Perubahan BAKN menjadi BKN pada Tahun 1999 anatara lain 

disebabkan bertambahnya jumlah PNS diIndonesia yang mencapai empat 

juta orang, tetapi jumlah tersebut belum diimbangi oleh kemampuan PNS 
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yang memadai. Untuk memperbaiki kondisi PNS seperti itu diperlukan 

sebuah lemabaga yang fungsinya tidak hanya mendata secara 

administrative, tetapi juga mampu mengembangkan kompetensi PNS 

secara lebih memadai untuk mendukung tugas tugas pembangunan, 

penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan publik. 

Keberadaan BKN  semakin kuat semenjak UU No. 43 Tahun 1999 

tentang pokok pokok kepegawaian ditetapkan menggantikan UU No. 8 

Tahun 1974 yang mengatur hal yang sama. Didalam pasal 34 (1) UU No. 

43 Tahun 1999 secara eksplisit dijelaskan bahwa untuk menjamin 

kelancaran penyelenggaraan kebijakan manajemen PNS, maka 

dibentuklah Badan Kepegawaian Negara. Lebih lanjut dalam ayar (2) 

dijelaskan bahwa badan ini bertugas menyelenggarakan manajemen PNS 

yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya PNS 

da nada administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, 

penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung 

perumusan kebijakan kesejahteraan PNS, serta memberikan bimbingan 

teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi 

pemerintah pusat dan daerah. 

Didalam UU No. 43 Tahun 1999 tersebut khususnya Bab III yang 

mengatur Manajemen PNS dinyatakan bahwa untuk membantu presiden 

dalam merumuskan kebijakan manajemen PNS dan memberikan 

pertimbangan tertentu dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 13 ayat 3). Komisi ini terdiri 
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dari dua anggota tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris 

Komisi, serta tiga anggota tidak tetap yang kesemuanya diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden (Pasal 13 ayat 4). Selanjutnya dipertegas lagi 

bahwa yang menjadi Ketua dan Sekretaris Komisi ini secara ex officio 

menjabat sebagai Kepala dan Wakil Badan Kepegawaian Negara. Namun, 

sampai saat penelitian ini dilakukan komisi ini tidak atau belum dibentuk 

oleh pemerintah, sehingga kewenangan BKN agak berlebihan membuat 

dan melaksanakan kebijakan sendiri. 

Berdasarkan pasal inilah kedudukan BKN semakin strategis dalam 

manajemen PNS. Kendati hingga sekarang keberadaan Komisi 

Kepegawaian Negara tidak efektif, posisi yang menempatkan Ketua BKN 

dan Wakilnya sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara 

semakin memperkuat keberadaan lembaga ini dalam perumusan kebijakan 

yang menyangkut PNS diIndonesia. Bukan tidak mungkin bahwa posisi 

ini kemungkinan akan bertabrakan dengan lembaga lain yang juga turut 

bertanggung jawab dalam membuat kebijakan tentang PNS antara lain 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Dalam mengatasi ketidakmerataan kewenangan antara 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan BKN, Presiden 

mengeluarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, 

fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga 

pemerintah nondepartemen. Didalam Keppres tersebut BKN bertugas 

melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian 
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Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut BKN menyelenggarakan fungsi: 

a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang kepegawaian; 

b) Penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan pendidikan, 

dan pelatihan SDM PNS; 

c) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat Negara dan 

mantan pejabat Negara; 

d) Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian 

Negara dan mutasi kepegawaian antarprovinsi; 

e) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standard an prosedur 

mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, 

kedudukan hukum PNS Pusat dan PNS Daerah dan bidang 

kepegawaian lainnya; 

f) Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang 

undangan dibidang kepegawaian kepada instansi pemerintah; 

g) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN; 

h) Fasillitasi kegiatan instansi pemerintah dibidang administrasi 

kepegawaian; 

i) Penyenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga. 
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Dengan memperhatikan fungsi sebagimana tercantum dalam 

Keppres tersebut tampak bahwa fungsi BKN lebih banyak menyerupai 

fungsi semula ketika masih bernama BAKN. Fungsi fungsi sebagimana 

diamanatkan dalam UU No. 43 Tahun 1999 dikembalikan ke Kantor 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Keppres No. 

101 Tahun 2001 seperti dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, 

kebijakan yang dibuat BKN dalam hal kepegawaian harus berada dibawah 

koordinasi Kantor Menpan. 

2.4.3. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

Didalam Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang 

kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja. 

Lembaga Pemerintah non-departemen disebutkan bahwa LAN 

bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan dibidang 

administrasi Negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku. Tugas tersebut dimanifestasikan kedalam 

sejumlah fungsi yakni: 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu dibidang 

administrasi Negara 

2. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam 

rangkah pembangunan administrasi Negara dan peningkatan kualitas 

sumber daya aparatur 

3. Pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan 

dibidang pembangunan administrasi Negara 
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4. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan 

otomatisasi administrasi Negara 

5. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 

Negara 

6. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN  

7. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah 

dibidang admnistrasi Negara 

8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 

dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata 

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, 

dan rumah tangga. 

Dengan memperhatikan fungsi sebagaimana tercantum dalam 

Keppres tersebut, LAN terutama memiliki fungsi sebagai sebuah lembaga 

think-thank melalui riset dan kajian aparatur Negara, sekaligus memainkan 

fungsi dalam pembangunan SDM aparatur Negara melalui pendidikan dan 

pelatihan. Kendati lembaga ini berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada presiden, dalam pelaksanaannya berada dibawah 

koordinasi Kantor Menpan. 

2.4.4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Badan ini dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah Tahun 

1999. Badan ini yang mengurusi administrasi kepegawaian pemerintah 

daerah baik dipemerintah daerah kabupaten/kota maupun pemerintah 

daerah provinsi. Hampir sebagian besar BKD ini hanya berada ditingkat 
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kabupaten/kota sedangakn ditingkat provinsi banyak yang masih 

menggunakan biro yakni Biro Kepegawaian. Sesuai dengan UU tentang 

pemerintah daerah kewengangan mengatur kepegawaian mulai dari 

rekturmen sampai dengan pension berada dikabupaten/kota. Pemerintah 

BKD pada umumnya didasarkan pada peraturan daerah masing masing. 

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah semua urusan kepegawaian berada 

di pemerintah pusat adapun yang ada di daerah hanya sebagai pelaksana 

administrasi kepegawaian dari kebijakan pemerintah pusat. 

2.5 Penataan Organisasi dan Kepegawaian 

Penataan organisasi kepegawaian perlu dilakukan mengingat jumlah 

pegawai dan organisasi bisa mengakibatkan tidak efektifnya penyelenggaraan 

administrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Jumlah unit organisasi 

harus menunjukan adanya keseimbangan dengan jumlah pegawainya. Banyak 

terjadi jumlah pegawai dalam satu unit organisasi yang deskripsi tugas tidak 

terlampau kompleks ditempati jumlah pegawai yang besar. Misalnya di unit 

organisasi yang disebut “bagian umum” yang deskripsi tugasnya tidak menentu 

jumlah banyaknya pegawai. Dikarenakan persoalan diatas, supaya tidak terlalu 

terjadi pemborosan maka perlu untuk dilakukan penyesuaian unit organisasi 

dalam hal penataan pegawai. Upaya untuk melakukan penataan unit organisasi 

dengan jumlah pegawai yang tepat untuk keperluan melaksanakan tugas 

kewajiban orgnisasi itu umumnya dalam literatur disebut “rightsizing”. Berikut 

ini akan diuraikan bagaimana penataan unit organisasi dengan penataan jumlah 
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pegawai yang biasa dilakukan oleh organisasi pemerintah di pusat maupun di 

daerah. 

Sebelum diuraikan tentang kebijakan struktur organisasi pemerintah pusat 

maupun deerah, berikut diuraikan konsep tentang rightsizing dalam penelitian ini 

dapat dilihat dibawah ini. 

Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia 

sumber :Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia (hal.98) 

Seperti terlihat pada gambar di atas, upaya rightsizing dilakukan melalui 

beberapa Tahapan berikut, yaitu: 

2.5.1. Menentukan kebijakan strategis 

Kebijakan strategis ditetapkan baik dilingkungan departemen 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah isinya meliputi visi, misi, 

tujuan, dan domain dari masing masing unit yang ada.  Pimpinan 

departemen maupun kepala daerah harus menentukan kebijakan strategis 

sebagai panduan untuk menentukan berapa banyak dan apa saja jenis 

organisasi dan kepegawaian yang dibutuhkan untuk masing masing unit 

organisasinya. Berapa banyak biro dan direktorat dimasing masing 

departemen di pemerintah, dan berapa banyak dinas, lembaga teknis, biro, 

dan sejenis ynag seharusnya ada dimasing masing pemerintah daerah 

Kebijakan 
Strategis 

Pembagian 
Satuan Organisasi 

Memadukan 
Orang-orang 
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harus didasarkan pada arah kebijakan strategis yang dibuat atau 

ditetapkan.  

2.5.2 Organizing Mode, Menentukan Jenis, dan Jumlah Satuan 

Organisasinya   (Pembagian Satuan Organisasi) 

Setelah ditetapkan kebijakan strategis, maka langkah selanjutnya 

pembagian satuan organisasi, yaitu pembentukan unit unit organisasi 

seperti diretorat, biro, dan dinas dinas yang sesuai dan selaras dengan 

kebijakan strategsi seperti diuraikan dimuka termasuk penentuan 

nomenklatur da literaturnya. Dalam Organizing mode ini juga diatur 

hierarki dari satuan satuan organisasi dari unsur unsur yang ada. Dalam 

tahap ini pula diatur tata hubungan, wewenang, dan tanggung  jawab 

diantara masing masing unsur organisasi yang ada. 

2.5.3 Memadukan Orang Orang dalam Organisasi 

Setelah struktur organisasi berikut hierarki, tata hubungan dan 

wewenang serta tanggung jawab terbentuk, tahap selanjutnya adalah 

memadukan atau menempatkan orang orang/SDM dalam satuan satuan 

organisasi. Kegiatan ini dimulai dengan pertama, penentuan kebutuhan, 

seleksi, penempatan, pengembangan, promosi, pemberhentian, dan 

pension. Jenis dan jumlah beserta kualifikasinya harus selaras dengan 

kebijakan straegis yang sudah ditetapkan dimuka. Jika penentuan jumlah 

da kualitas SDM sesuai dengan kebijakan strategis dan satuan organisasi 

yang dibuat, maka upaya rightsizing akan bisa terlaksana dengan baik. 
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Konsep ini bisa juga digunakan sebagai argument hipotetik yang 

bisa menuntun terhadap upaya melakukan rightsizing di pemerintah pusat 

dan daerah. Jika ketiga Tahapan itu dipakai, maka rightsizing tidak 

terlaksana. Sebaliknya jika ketiga Tahapan itu dilaksanakan, maka upaya 

rightsizing dilaksanakan di pusat maupun daerah. 

Konsep ini dipergunakan sebagai dasar penelitian dalam penelitian 

ini. Dengan demikian susunan organisasi dan proses pengisian jabatan 

jabatan dari orang orang yang diangkat di daerah penelitian akan dimulai 

dari konsep rightsizing. Hasil analisis dari data yang di peroleh dilapangan 

dengan diukur melalui konsep rightsizing dapat diketaui seberapa jauh 

rightsizing dilakukan di daerah penelitian, sekaligus dapat ditarik 

kesimpulan dari proses manajemen PNS diIndonesia. 

Selama ini pemerintah pusat telah banyak mengeluarkan kebijakan 

untuk mengatur organisasi di pemerintah daerah. Salah satunya pada awal 

pemerintahan reformasi di keluarkan kebijakan terkait penataan organisasi 

yang tertuang dalam PP No. 84 Tahun 2000.  Dalam UU No. 22 Tahun 

1999 yang membahas terkait SDM akibat kebijakan otonomi daerah. 

Dalam UU ini organisasi pemerintahan daerah berubah, dari adanya 

organisasi vertical dari masing masing departemen di pemerintah pusat 

yang berubah kantor kantor wilayah (Kanwil) di provinsi, dan kantor 

departemen (Kandep) di kabupaten/kota madya dihapus menjadi 

organisasi daerah yang berupa dinas dinas. Akit dari perubahan organisasi 

ini, maka PP No. 84/2000 memberikan kebiajkan yang mengatur penataan 
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kepegawaian berikut satuan organisasinya. PP No. 84 ini sepintas dapat 

dianalisis memberikan kebebasan daerah menyusun organisasinya dengan 

memperhatikan pelimpahan kepegawaian dari pegawai pemerintah pusat 

menjadi pegawai yang beerja dan di biayai oleh pemerintah daerah. 

Dengan demikian PP No. 84 Tahun 2000 ini mengemukakan susunan 

organisasi di pemerintah daerah. 

Besarnya organisasi pemerintah daerah dengan di lihat semakin 

besarnya jumlah pejabat eselon di pemerintah daerah. Dahulu daerah 

eselon II di Daerah Tingkat II kabupten dan kota madya dapat di hitung 

sesuai dengan jumlah sekdanya, sekarang semua kepala kepala dinas dan 

sederajat menyandang jabatan eselon II. Akibat dari meningkatnya jumlah 

pegawai eselon dan organisasi di pemerintah daerah, kemudian pemerintah 

pusat mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan PP  No. 8 Tahun 

2003. PP ini sebenarnya mempunyai tujuan untuk perampingan dan 

efisiensi kerja di pemerintah daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya 

mengalami hambatan, karena di masing masing daerah terutama di 

provinsi yang telah terlanjur organisasinya disusun besar, akan mengalami 

penciutan organisasi dan SDMnya. PP ini di tingkat provinsi membatasi 

jumlah organisasi pemerintah (perangkat daerah) sebanyak 10 dinas 

kecuali DKI 14 dinas, dan di kabupaten dibatasi 14 dinas. Sebelumnya di 

provinsi ada yang mempunyai 23 atau lebih dinas dinas daerah, dan di 

kabupaten ada yang lebih da nada pula yang kurang dari ketentuan  14 

dinas tersebut. Hal hal seperti iniah yang membuat PP No. 8/2003 
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mengalami hambatan, dan banyak daerah daerah yang menunda 

pelaksanaan PP ini. 

Menurut analisis tim peneliti, kedua PP baik No. 84/2000 dan PP 

No. 8 Tahun 2003 tidak menggunakan konsep pemikiran rightsizing yang 

dikemukakan diatas. Oleh karena itu, supaya penataan organisasi daerah 

dan penataan SDMnya sesuai dengan kaidah dan prinsip prinsip 

rightsizing perlu kiranya hasill penelitian ini memperoleh perhatian untuk 

kemajuan yang akan datang. 

2.6 Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia 

ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi bagi PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mengabdi pada 

instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja, yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan 

diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintah, atau diserahkan tugas Negara 

lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN 

berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan 

pemersatu bangsa (Prasojo dan Rudita, 2014; dan Faedlulloh, 2015). 

Sedangakan ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat 

oleh pejabat Pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang professional dan 

berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI (Negara Kesatuan 

Republik Indonesia). Pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, 

dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
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nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, 

bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (Prasojo dan Rudita, 2014; Komara, 2018; dan Nasty, 2018). 

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangkah mewujudkan sistem 

pemerintah yang bersih dan berwibawah (good governance), serta mewujudkan 

pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas, tentunya perlu 

didukung oleh adanya pegawai ASN yang professional, bertanggung jawab, adil, 

jujur, dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, pegawai ASN dalam 

menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan 

kompetensi, sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya (Ryngaert dan 

Wouters, 2005; Dwiyanto, 2006; dan Komara, 2018). 

2.6.1 Nilai-nilai Dasar Profesi dan Budaya Kerja ASN 

Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara yang menjadi 

permasalahn diungkapkan oleh (KepMenPAN, 2008) bahwa pengabdian 

nilai-nilai kerja menyebabkan permasalahan pada kondisi kinerja instansi 

pemerinyah yakni: (1) Penilaian negative dari masyarakat tentang 

pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah; (2) Kurangnya 

tingkat kedisplinan aparatur pemerintah sehingga kinerja aparatur 

pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat masih belum 

memuaskan; (3) Tidak diterapkannya nilai-nilai budaya kerja aparatur 

pemerintah menambah pencitraan yang buruk aparaturnya.; (4) Kurangnya 

pengetahuan, keahlian, dan sikap pada diri aparatur pemerintah sehingga 

perlu ditingkatkan. Pelasnanaan budaya kerja aparatur Negara dengan 
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nilai-nilai yang seharusnya merupakan langkah awal yang sebaiknya 

dipilih dalam upaya melakukan reformasi birokrasi secara keseluruhan, 

sehingga dapat menjadi birokrasi yang efektif dan efisien dengan aparatur 

yang bersih, transparan dan professional dalam menjalankan tugasnya. 

Produktifitas merupakan sebuah alat rangkuman tentang jumlah dan 

kualitas performa pekerjaan, dengan mempertimbangakn pemanfaatan 

sumber-sumber daya. Filosofi mengenai produktivitas mengandung arti 

keinginan dan usaha dari setiap manusia untuk selalu meningkatkan mutu 

kehidupan dan penghidupannya. Pandangan memberi semangat cukup 

mendalam dan memungkinkan orang yang memahaminya memandang 

kerja, baik secara individual maupun berkelompok dalam suatu organisasi 

sebagai suatu keutamaan. 

Dalam rangkah menyelenggarakan pelayanan publik kepada 

masyarakat secara efektif dan efisien, diperlukan kinerja aparatur sipil 

Negara dari penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai kinerja 

tersebut, dibutuhkan adanya integritas, professional, netral, dan bebas dari 

tekanan apapun serta bersih dari adanya koruspi, kolusi, dan nepotisme 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Penyelenggaraan pelayanan publik, menurut Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 2014 dinamakan Aparatur Sipil Negara (ASN),  adalah 

pelayan masyarakat/abadi Negara yang memliki tanggung jawab terhadap 
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pelayanan publik dalam rangkah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Terkait harapan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara adalah kinerja 

handal yang diberikan dalam pelayanan publik. 

Untuk dapat menjadi PNS yang baik maka perlu dilakukan 

pembekalan pelayan publik yang professional yang diberikan kepaa PNS 

dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan ANEKA 

(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti 

Korupsi). 

Nilai-nilai dasar profesi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.5 Tahun 2014 Aparatur Sipil 

Negara meliputi: (1) Memegang teguh Ideologi Pancasila; (2) Setia dan 

mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta pemerintah yang sah; (3) Mengabdi kepada Negara dan 

rakyat Indonesia; (4) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak 

berpihak; (5) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; (6) 

Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif; (7) Memelihara dan 

menjunjungtinggi standar etika yang luhur; (8) Mempertanggungjawabkan 

tindakan dan kinerjanya kepada publik; (9) Memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; (10) Memberikan 

layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya 

guna, berhasil guna, dan santun; (11) Mengutamakan kepemimpinan 

berkualitas tinggi; (12) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja 

sama; (13) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja 
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pegawai; (14) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan (15) 

Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai 

perangkat sistem karier. 

 2.6.2 Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

 Kraneburg memberikan pengertian dari pegawai negeri, yaitu 

pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap 

mereke yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, 

presiden dan sebagainya. logemann dengan menggunakan kriteria yang 

bersifat materil mencermati hubungan antara Negara dengan pegawai 

negeri dengan memberikan pengertian pegawai negeri sebagai tiap pejabat 

yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara. 

 Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil 

Negara, pengertian pegawai negeri sipil terdapat dalam pasal 1 angka 3 

yaitu pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

 Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari dua jenis, yaitu 

pegwai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

(PPPK). Sedangkan, Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, “pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah 

(perusahaan dan sebagainya)” sedangkan “negeri” berarti Negara itu 
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pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada 

pemerintah atau Negara. 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan pengertian 

pegawai negeri sipil adalah bagain dari aparatur sipil Negara yang 

memenuhi syarat tertentu untuk menduduki jabatan pemerintah. Pegawai 

negeri adalah aparatur pemerintah, dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 pada alinea keempat disebut tugas pemerintah secara umum. 

Sesuai dengan itu, maka tidaklah salah kalau dikatakan pegawai negeri 

mempunyai tugas melayani kepentingan umum (public service) karena itu 

pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban pegawai negeri langsung 

menyangkut kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah atau Negara 

maupun warga Negara. 

 Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara 

bertugas : 

 Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas 

 Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil, tercantum dalam pasal 

10 Undang-Undang RI No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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yang menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai 

pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu 

bangsa. 

2.7 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu dalam Undang-

undang No. 20 Tahun 2008 yang membahas tentang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM), Pemerintah mengkategorikan berbagai usaha berdasarkan 

kriteria asset dan omset. Usaha mikro merupakan sebuah usaha produktif yang 

dimiliki individu/sebuah usaha dari perorangan yang kriteria keberhasilan bersih 

paling banyak 50.000,000  rupiah terpenuhi dan juga ini tidak termasuk bangunan 

tempat usaha serta tanah. Selain dari pada itu, usaha mikro ini juga mampu 

memiliki omzet tahunan paling besar Rp. 300.000.000. 

Usaha kecil merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang dimana 

usaha kecil ini di dirikan sendiri atau dilakukan oleh individu atau badan usaha. 

Usaha kecil ini juga bukan merupakan cabang atau anak perusahaan yang 

dikuasai, dimiliki atau bagian langsung atau tidak langsung oleh usaha tingkat 

menengah ataupun besar. Untuk kriteria capaian dari usaha kecil berkisar 

penghasilan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, dan 

ini juga bukan termasuk dalam bangunan usaha dan tanah. Selain itu juga, usaha 

kecil ini memiliki hasil penjualan tahunan berkisar 300 juta sampai dengan hasil 

pencapaian yang paling banyak yaitu 2,5 miliar rupiah. 

Usaha menengah merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang 

dimana usaha ini juga bukan termasuk dalam cabang atau anak perusahaan 
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tertentu yang mendirikan usahanya sendiri/individu. Usaha menengah ini juga 

memiliki kriteria sama seperti usaha mikro dan kecil yang telah di jelaskan 

sebelumnya, yang dimana penghasilan bersih dari usaha ini berkisar mulai dari 

500 juta hingga capaian yang paling tinggi yaitu 10 miliar rupiah. Selain itu juga, 

untuk penjualan tahunan bisa lebih dari 2,5 miliar hingga pada yang paling tinggi 

yaitu 50 miliar rupiah. 

Berdasarkan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tekait 

UMKM diatas, maka pemerintah berpikir bahwa capaian dari hasil penjualan 

tahunan rata-rata suatu bidang usaha adalah lima kali dari penghasilan bersih 

usaha tersebut. Definisi diatas sebenarnya lebih mengacuh pada kinerja 

operasional, dikarenakan total jumlah karyawan dengan usaha besar sekalipun 

bisa dijadikan usaha kecil apabila kekayaannya rendah dalam penghasilan 

tahunan. Sebaliknya juga perusahaan dapat menjadi uasah yang besar apabila 

penghasilan tahunan dan kekayaan besar walaupun total jumlah karyawannya 

cuman sedikit. 

1. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Pada umumnya, UMKM memiliki berbagai macam karakteristik, ynag 

dimana dalm perkembangannya 4 kriteria yang dapat diklasifikasikan 

diantaranya : 

 Livelihood Activities : Dalam kriteria ini sebagai momentum kerja 

UMKM  digunakan dalam hal mencari nafkah. Yang pada 

dasarnya istilah ini dikenal sebagai sektor informal. 
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 UMKM yang memiliki kriteria pengrajin namun tidak memiliki 

sifat kewirausahaan disebut dengan istilah Micro Enterprise. 

 UMKM yang sudah mempunyai jiwa kewirausahaan dan juga 

mempuyai kemampuan untuk menerima sebuah pekerjaan ekspor 

dan subkontrak dikenal dengan istilah Small Dynamic Enterprise. 

 Fast Moving Enterprise merupakan UMKM  yang sudah 

mempunyai sifat berwirausaha yang akan membuat atau 

melaksanakan transformasi menjadi usaha yang besar. 

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan sektor ekonomi 

dapat diklasifkasikan menjadi beberapa bagian yaitu : 

 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 

 Keuangan, Persewahan serta Jasa Perusahaan 

 Perdagangan serta Hotel dan Restoran 

 Penggalian serta Pertambangan 

 Lisrik, Gas serta Air  Bersih 

 Angkutan dan Komunikasi 

 Industri Pengolahan, Bangunan serta Jasa. 
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2.8  Kerangkah Berpikir 

Gambar 2.1  

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan keunggulan UMKM 

 

 

Diadopsi Dari Teori : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Pada dasarnya Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci 

yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti 

kegiatan penelitian itu di dasarkan pada ciri-cri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan 

sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian ini di lakukan dengan cara yang masuk akal, 

sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang di lakukan itu 

dapat di amati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui 

cara-cara yang di gunakan. Sistematis artinya, proses yang di lakukan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (2013 : 2). 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode untuk mendekati masalah 

yang diselediki. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Sesuai dengan data yang di perlukan dalam penelitian ini, 

maka peneliti menggunnakan suatu pendekatan yang bersifat mendapatkan informasi dan 

keterangan bukan dalam bentuk simbol atau angka yang di sebut data kualitatif Arikunto 

(2002: 136). 

Metode yang peneliti gunakan pada saat Penelitian adalah metode Kualitatif, yang 

dimana metode ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis serta berupa gambaran objek yang di teliti secara langsng terhadap 

setiap orang serta tindakan ynag bisa diperhatikan Sugiyono (2010:291). Jadi, Peneitian 

Deskriptif merupakan kegiatan mencatat keadaan ynag sesunggunya terjadi di saat penelitian, 

tidak di rekayasa atau dibuat-buat. 
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Dalam perolehan data yang dilaukan peneliti tentang objek penelitian yakni 

menyangkut kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perindustrian Provisi NTB dalam 

meningkatkan keunggulan UMKM, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif. 

Menurut Usman dan Akbar (2001) bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah bukan 

mendapatkan hubungan antara variabel namun hanya mencari mana (verstehen). Menurut 

Surakhmad (1985) bahwa peggambaran secara tepat suatu gejala dalam penelitian kualitatif, 

pelaksanaannya tidak terbata hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data saja 

teetapi harus meliputi analisa data dan interpetasi tentang arti dari data tersebut. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian di lakukan pada Kantor Dinas Perindustrian Provinsi NTB, di 

karenakan ada 3 bidang yang mengatur tentang UMKM yaitu Bidang Pembangunan Sumber 

Daya Industri, Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri dan Bidang 

Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri. Waktu penelitian dilakukan selama 1 (satu) 

bulan dari bulan Desember 2021 – Januari 2022. 

3.3  Teknik Penentuan Informan 

 Dalam kegiatan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melilih yang menjadi sumber 

informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevensi dengan 

penelitian. Dalam melakukan penelitian ini selama kurang lebih satu bulan, peneliti 

menggunakan purposive sampling. Yaitu metode pengambilan sampel yang dipilh dengan 

cermat sehingga relevan dengan struktur pennelitian, dimana pengambilan sampel dengan 

mengambil sampel orang-orang yang di pilih oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan 

pada saat melakukan penelitian ini adalah : 

1. Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi NTB 

2. Masing-masing Ketua Bidang dari Berbagai Bidang Industri 

3. Ketua Kelompok UMKM yang Produk Usahanya Unggul 
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3.4  Jenis dan Sumber Data  

Arikunto (2007”137) mengemukakan bahwa, “yang di maksudkan dengan sumber data 

dalam penelitian ini yakni subyek dari mana data dapat di peroleh”. Data yang di gunkan 

dalam penelitian ini yakni data yang di peroleh dari sumber yang dapat di percaya 

keabsahannya. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas : 

1. Sumber data primer merupakan sumber data asli atau ddata yang diperoleh secaa 

langsung dari informan. Data primer digunakan peneliti untuk menjawab hasil penelitan. 

Pada saat peneliti melakukan penelitian yang menjadi informan yaitu Sekretaris Dinas 

Perindustrian, Ketua Bidang dari masing-masing Bidang Industri serta Ketua Kelompok 

UMKM yang unggul.  

2. Sumber data sekunder merupakan data atau informasi yang di dapatkan secara tidak 

langsung melalui media perantara. Data yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan 

penelitian adalah berupa bukti, catatan, atau laporan histori yang telah tersusun dalam 

arsip, baik yang dipublikasikan maupun tidak di publikasikan. Berbagai macam dokumen 

terkait dengan subjek dan objek penelitian yang dapat di peroleh di Dinas Perindustrian 

Provinsi NTB. Seperti dokumen terkait Tupoksi Dinas Perindustrian, Tupoksi setiap 

bidang serta gambaran umum tentang Dinas Perindustrian 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang peneliti pakai pada saat melakukan penelitian di peroleh melalui : 

1. Observasi 

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empiric mengenai objek 

yang diamati. Hasil dari observasi yang dilakukan pada saat penelitian mempermudah 

peneliti dalam menjelaskan keterkaitan dari  kinerja Apratur Sipil Negara (ASN) 

Dinas Perindustrian Provinsi NTB dalam  meningkatkan keunggulan UMKM. 
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2. Wawancara 

Esterberg dalam Sugyono (2015:72) mengemkakan bendapatnya bahwa 

wawancara adalah pertemuan yang di lakukan oleh dua orang yang bertukar informasi 

maupun suatu ide dengan cara Tanya jawab, sehingga dapat di kerucutkan menjadi 

sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. 

Teknis wawancara dilakukan peneliti dalam penelitian yang bermaksud untuk 

mengumpulkan data primer yang di lakukan melalui wawancara secara mendalam 

(Indepth interview) dengan memakai pedomann wawancara (Interview guide) dimana 

peneliti sebagai instrument utama telah mewawancarai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Dinas Perindustrian terlebih khusus Sekretaris Dinas Perindustrian dan Ketua Bidang 

dari masing-masing Industri dan 3 Ketua Kelompok UMKM. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis atau film yang di persiapkan 

untuk penelitian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak di persiapkan untuk 

itu (Maleong, 2007). Dokumentasi yang di lakukan oleh peneliti yaitu alat tulis dan 

alat record (Handphone) yang digunakan untuk mendapatkan data  yang berhubungan  

dengan kinreja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perindustrian Provinsi NTB serta 

informasi lainnya seperti pengambilan gambar/foto pada saat wawancara di butuhkan 

dalam penelitian ini. 

3.6 Analisis Data 

Menurut Sugyono (2005:10) data kualitatif ialah data yang di nyatakan dalam bentuk 

kata-kata, kalimat dan gambar. Hal ini dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana 

kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Peindustrian Provinsi NTB. Adapun tahapan untuk 

menganalisis data di lakukan oleh peneliti setelah melakukan penelitian, tahapan-tahapan 

tersebut meliputi : 
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1) Peneliti melakukan pengeditan hasil wawancra ynag didapatkan langsung pada saat 

penelitian,  dimana setiap informasi yang telah kumpulkan dilakukan  pengeditan 

langsung  oleh peneliti. 

2) Peneliti melakukan redukasi data dengan membuat abstraksi dengan membuat 

rangkuman data yang diperoleh dan telah dilakukan pengeditan. 

3) Peneliti mengkategorikan satuan-satuan yang menyangkut sumber, informan, serta 

memilah-milah menjadi kategoti tertentu yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, 

pendapat, dan kriteria tententu pada saat setelah membuat rangkuman dari data yang 

diperoleh. 

4) Peneliti melakukan penafsiran data, yang dimana setiap data yang sudah terkumpul, 

peneliti langsung melakukan penafsiran data yang diperoleh sehingga pada setiap data 

yang terkumpul dapat di jadikan data yang bermakna. 

5) Peneliti menguji keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan ulang dilokasi 

penelitian pada waktu dan situasi berbeda. 

6) Peneliti mengambil kesimpulan, yaitu dengan menemukan makna data yang 

dikumpulkan dan dianalisis. 

 


